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Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat 
Masyarakat Hukum Adat untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam Daerah melaksanakan 
urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat 
hukum adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan. Dengan penjelasan 
sebagai berikut : 

 
1. Mengenai muatan pokok dan maksud dikeluarkannya peraturan. 
 

Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap “hak 
ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat” sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria). 
Kebijaksanaan tersebut meliputi : 
a. Penyamaan persepsi mengenai “hak ulayat” (pasal 1); 
b. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari 

masyarakat hukum adat (pasal 2 dan pasal 5); 
c. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan Pasal 4); 
 
Maksud dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk menyediakan pedoman dalam 
pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta 
langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat, dalam kerangka 
pelaksanaan Hukum Tanah Nasional.  
Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal di atas diwenangkan pada daerah menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 6) sesuai dengan maksud Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan demikian akan 
lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat setempat.   

 
 
2. Mengenai Pengertian Hak Ulayat. 
 

Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa ”hak ulayat dan hak-hak yang 
serupa itu dari masyarakat hukum adat” masih tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu “menurut kenyataannya masih 
ada“ 
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Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, didefinisikan 
sebagai “kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat 
tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk 
mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi 
kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan 
batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan 
wilayah yang bersangkutan”. 
 
Hak Ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum Adat dan dikalangan 
masyarakat hukum adat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, 
merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi 
semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat 
tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak Ulayat 
mengandung 2 unsur. Unsur pertama adalah unsur hukum perdata, yaitu sebagai hak 
kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah 
ulayat, yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka 
dan merupakan karunia sesuatu kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan 
penghidupan serta lingkungan hidup (lebensraum) seluruh warga masyarakat hukum adat 
itu. Unsur kedua adalah unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola 
dan mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut baik, 
dalam hubungan intren dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-
orang bukan warga atau “orang luar”. 
 
Subyek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, baik yang merupakan persekutuan 
hukum yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal (teritorial) maupun yang didasarkan 
pada keturunan (genealogis) yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah 
yang bersangkutan, misalnya suku, marga, dati, dusun, nagari, dan sebagainya. Apabila 
ada orang yang seakan-akan merupakan subyek hak ulayat, maka orang tersebut adalah 
ketua atau  tetua adat yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adatnya. Ia bukanlah subyek hak 
ulayat, melainkan petugas masyarakat hukum adatnya dalam melaksanakan kewenangan 
yang bersangkutan dengan hak ulayat.         

 
 
3. Mengenai kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat  
 

Tanda-tanda yang perlu ditelilti untuk menentukan masih adanya hak ulayat meliputi 3 
unsur, yaitu : 
a. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh 

tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, 
yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari. 

b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup 
para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan 
hidupnya sehari-hari, dan  

c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya 
tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah 
ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum 
tersebut.  

 
Penelitian mengenai ketiga unsur tersebut dan penentuan masih adanya hak ulayat 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan pihak-pihak yang 
berkepentingan dan pihak-pihak yang dapat menyumbangkan peranannya secara obyektif, 
yaitu antara lain para tetua adat, para pakar adat, wakil Lembaga Swadaya Masyarakat 
dan wakil instansi yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan sumber daya alam 
(misalnya Instansi Kehutanan, Pertambangan, dan sebagainya apabila tanah ulayat itu 
diperkirakan meliputi tanah yang ada hutan atau bahan tambangnya).  
  
Penelitian tersebut dapat dilakukan :  
a. Pada waktu dihadapi permasalahan yang untuk menyelesaikannya diperlukan 

penentuan mengenai masih ada atau sudah tidak adanya hak ulayat, misalnya apabila 
bidang tanah yang bersangkutan diperlukan untuk pembangunan baik dalam rangka 
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pelaksanaan program Pemerintah maupun dalam rangka investasi oleh perusahaan, 
atau 

b. Sebelum ada permasalahan di atas, dalam rangka upaya untuk memperoleh informasi 
mengenai status lengkap tanah-tanah di suatu daerah tertentu. 

 
Selanjutnya dalam rangka memastikan masih adanya tanah ulayat tersebut, 
keberadaannya perlu dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan 
mencantumkan suatu tanda kartografi yang sesuai. Sekiranya pada kenyataanya batas-
batas tanah yang bersangkutan dapat ditentukan menurut tata cara penentuan batas dan 
pelaksanaan pendaftaran tanah, batas tersebut dapat digambarkan pada peta dasar 
pendaftaran tanahnya dan dicatat pula dalam daftar tanah yang ada. Semua itu perlu 
diatur sesuai dengan keadaan masing-masing daerah dalam Peraturan Daerah yang 
dimaksudkan dalam pasal 6.    

 
4. Mengenai pelaksanaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat 

 
Hak ulayat memberikan kewenangan tertentu kepada masyarakat hukum adat terhadap 
tanah ulayatnya yang sumber, dasar pelaksanaan, dan ketentuan tata cara 
pelaksanaannya adalah hukum adat yang bersangkutan. Kewenangan tersebut meliputi 
hak pengusaan tanah oleh para warganya (pasal 4 ayat 1 huruf a) dan penglepasan tanah 
untuk keperluan “orang luar” (pasal 4 ayat 1 huruf b). Mengingat hukum adat itu bersifat 
dinamis, maka hak penguasaan tanah yang diperoleh menurut hukum adat oleh warga 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan apabila dikehendaki boleh didaftar sebagai 
hak atas tanah yang sesuai menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan demikian 
tujuan “meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan hukum dan kesederhanaan 
dalam hukum pertanahan” sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok 
Agraria akan dapat terwujud secara alamiah dan bertahap. 
 
Dalam pada itu dapat dipastikan bahwa pada waktu dikeluarkannya Peraturan Daerah 
yang mengatur hak ulayat nanti akan terdapat bidang-bidang tanah yang sudah dipunyai 
perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-
Undang Pokok Agraria atau sudah diperoleh menurut ketentuan dan tata cara yang 
berlaku walaupun haknya secara administratif belum diperoleh. Berdasarkan pemikiran 
bahwa bidang-bidang tanah ini sudah diperoleh secara sah, yaitu dengan membeli atau 
membebaskannya dari hak-hak dan kepentingan yang ada di atasnya, maka pelaksanaan 
hak ulayat atas bidang-bidang tanah ini dikecualikan (pasal 3). 

 
Demikianlah disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. 

 
 

MENTERI NEGARA AGRARIA/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 

ttd. 

 

HASAN BASRI DURIN 

 
Tembusan disampaikan kepada Yth. 
1. Ketua Mahkamah Agung RI; 
2. Menteri Negara Koordinator bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan 

Aparatur Negara; 
3. Menteri Dalam Negeri; 
4. Menteri Kehakiman; 
5. Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 
6. Menteri Pertambangan dan Energi; 
7. Menteri Pertanian; 
8. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; 
9. Menteri Pekerjaan Umum; 
10. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM; 
11. Menteri Negara Perumahan dan Permukiman; 
12. BPP IPPAT; 
13. DPP ASPPAT.  


